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ABSTRAK

Penelitian ini mengulas tentang kewenangan Badan Narkotika
Nasional (BNN) dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan perkara tindak
pidana narkotika. Kewenangan merupakan hak mengguanakan wewenang yang
dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku,
kewenangan juga menyangkut komptensi tindakan hukum yang dapat
dilakukan menurut kaedah-kaeah formal. Kewenangan BNN dalam
peneyidikan tindak pidana narkotika lebih luas dibandingkan dengen penyidik
Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan kewenangan
BNN dan penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika serta
perbandingan penyidikan tindak pidana narkotika di negara Singapura dan
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
untuk mengkaji kewenangan BNN dan penyidik Kepolisian dalam perkara
tindak pidana narkotika. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya
kewenangan dua lembaga dalam tindak pidana narkotika masih tumpang tindih,
dan harus diganti agar tidak terjadi peraturan yang berbenturan. Hasil dari
penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kewenangan BNN dan
penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Kewenangan
penyidikan untuk tindak pidana nartkotika penyalahguna atau skala kecil
dilakukan penyidikan oleh BNN dengan batas waktu penangkapan 3x24 jam
dan bertambah 3x24 jam serta untuk pengedar dilakukan penyidikan oleh
penyidik narkotika dari kepolisian dengan waktu penangkapan 1x24 jam. dan
untuk mengetahui perbandingan penyidikan tindak pidana narkotika di negara
Singapura dengan negara Indonesia yang untuk negara Singapura sendiri
penyidikan dilakukan oleh kepolisian juga CNB (Central Narcotics Bureau)
dengan waktu penangkapan 2x24 jam (48jam). Kesimpulan dari penelitian ini
adalah kewenangan BNN yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 memiliki
27 kewenangan dimana lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Penyidik
Kepolisian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Untuk perbandingan
penyidikan di negara Singapura dilakukan oleh CNB yang diatur di CPC
(Criminal Procedure Code) 2010 dan Misuse Of Act 1973 dan untuk di
Indonesia dilakukan penyidikan oleh BNN ataupun Penyidik Kepolisian.

Kata Kunci: Kewenangan, Tindak Pidana Narkotika, Penyidikan
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ABSTRACT

This research reviews the authority of the National Narcotics Agency (BNN)
and Police Investigators in investigating narcotics criminal cases. Authority is
the right to use the authority possessed by an official or institution according
to applicable regulations, authority also concerns the competence of legal
actions that can be carried out according to formal methods. The authority of
the BNN in investigating narcotics offences is broader than that of police
investigators. This research aims to understand the differences in the authority
of BNN and Police investigators in handling narcotics crimes and a
comparison of narcotics criminal investigations in Singapore and Indonesia.
This research uses normative legal research methods to examine the authority
of BNN and Police investigators in narcotics criminal cases. The findings of
this research show that the authorities of the two institutions in narcotics
offences still overlap, and must be replaced so that there are no conflicting
regulations. The result of this research itself aims to determine the authority of
BNN and Police investigators in the investigation of narcotics crimes. The
authority of investigation for criminal acts of narcotics abusers or small scale
is investigated by BNN with an arrest time limit of 3x24 hours and increased
by 3x24 hours and for dealers investigated by narcotics investigators from the
police with an arrest time of 1x24 hours. and to find out the comparison of
narcotics criminal investigations in Singapore and Indonesia, which for
Singapore itself the investigation is carried out by the police as well as the CNB
(Central Narcotics Bureau) with an arrest time of 2x24 hours (48 hours). The
conclusion of this research is that the authority of BNN regulated in Law No.
35 of 2009 has 27 authorities which are broader than the authority of Police
Investigators regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in
investigating narcotics offences. For comparison, investigations in Singapore
are carried out by the CNB which is regulated in the CPC (Criminal Procedure
Code) 2010 and the Misuse Of Act 1973 and in Indonesia, investigations are
carried out by BNN or Police Investigators.

Keywords: Authority, Narcotics Crime, Investigation
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